PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENARA DAN LAHAN

ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI CIREBON DENGAN PT. SMART TELECOM

No: 168 / RRI-CN / PNBP- PKS /10 / 2022
No: 001 / Renewal = DL / PKS-OM / WJ / X / 2022

Perjanjian Sewa Menyewa Menara dan Lahan (untuk selanjutnya di sebut sebagai "Perjanjian") ini dibuat
pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh dan antara:

. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA CIREBON (LPP
RRI Cirebon), berkedudukan di Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon, yang dalam hal ini di
wakili oleh : Dadan Sutaryana, S.H. M.Si NIP. 196703121 99803 1 002 Dalam
kedudukannya selaku Kepala LPP RRI Cirebon, dari dan oleh karenanya sah dan bertindak
untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan LPP RRI Cirebon (untuk selanjutnya di sebut
“PihakPertama”); dan .

II. PT SMART TELECOM, suatu perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh : Ir. Oryza Satria
Asri, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor
099/LGL/SK/SMART/X/2022 tertanggal, 14 Oktober 2022 dari dan oleh karenanya sah bertindak
untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. Smart Telecom (untuk selanjutnya
disebut sebagai "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan PihakKedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"

dan masing-masing sebagai "Pihak".

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

A Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik yang sah dari Objek Sewa yang berlokasi di dalam lingkungan
LPP RRI Cirebon;

B.  Bahwa Pihak Kedua berkeinginan untuk melanjutkan menyewa Objek Sewa dari Pihak Pertama
untuk keperluan kegiatan di bidang usaha jasa telekomunikasi dimana Pihak Pertama dengan ini
menyatakan setuju untuk menyewakan Objek Sewa tersebut kepada Pihak Kedua.



C. Bahwa untuk mengatur lebih lanjut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan
sewa menyewa tersebut di atas, maka Para Pihak berkeinginan mengadakan Perjanjian ini,
berikut semua lampiran, perubahan, tambahan dan / atau penggantinya yang mungkin
dibuat dan ditandatanganidari waktu ke waktu berdasarkan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah sepakat untuk membuat dan

menandatanganiPerjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian

Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah yang digunakan di dalam

Perjanjianini mempunyai arti sebagaimana didefinisikan di bawah ini:

1 "Biaya Sewa" berarti sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada
Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1 Perjanjian ini sesuai surat
Kepala LPP RRICirebon No 465/RRI-CN/7/2022 Tanggal 13 Juli 2022 bahwa besaran
biaya sewa Rp.198.000.000,-(seratus sembilanpuluh delapan juta rupiah) selama 2 (dua)
tahun;

Z "Hak Opsi" berarti hak yang dimiliki oleh Pihak Kedua untuk mendapatkan kesempatan
pertama dalam hal Pihak Kedua memilih untuk memperpanjang Masa Sewa (right of first
negotiation and last refusal), sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2 Perjanjian ini;

3. "Masa Sewa" berarti jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6.1Perjanjian ini;
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"Objek Sewa" berarti sebagian dari Tanah dan
Menara beserta fasilitas lainnya yang disewa
oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini,
yang terdiri dari:

a.  Menara adalah menara yang dimiliki/dikuasai oleh Pihak Pertama, tempat meletakan
Peralatan Telekomunikasi milik Pihak Kedua yang digunakan untuk penempatan Panel
Antenna;

b.  Shelter adalah ruang atau bangunan di atas lahan untuk menempatkan Base
Transceiver Station(BTS) dan/atau Peralatan Telekomunikasi.



“Peralatan Telekomunikasi” adalah sefiap instrumen, alat dan/atau perangkat
telekomunikasi seluler, termasuk tapi tidak terbatas pada bangunan permanen, shelter, fiber
optik, perangkat Radio, antena-antena, air conditioner (AC), fasilitas antenna dan penangkal
petir, DC Fan, panel distribusit, standby gen-set, fire alarm system, sub panel dan meteran, catu
daya tambahan atau perangkat telekomunikasi lainnya yang akan mempergunakan teknologi
CDMA, GSM, 4G LTE ataupun teknologi lainya sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu
oleh Pihak Kedua;

“Pekerjaan” adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan operasional Pihak
Kedua termasuk tapi tidak terbatas pada penarikan kabel feeder dan/atau fiber optik dari menara
ke ruang radio, pemasangan listrik dan AC, serta pengadaan, pembangunan, penambahan,
pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pemasangan Peralatan Telekomunikasi,
termasuk tapi tidak terbatas pada pekerjaan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan
kebutuhan Pihak Kedua di kemudian hari yangdi ijinkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian

Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak
Kedua setuju untuk menyewa dari Pihak Pertama Objek Sewa, yang akan dipergunakan untuk
penempatan dan pengoperasian Peralatan Telekomunikasi Pihak Kedua di wilayah Kota
Cirebon dan sekitarnya, dengan menggunakan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Dari waktu ke waktu, Pihak Kedua dan/atau pihak lain yang ditunjuk Pihak Kedua, untuk dan
atas biaya Pihak Kedua, berhak untuk melaksanakan Pekerjaan pada Objek Sewa tersebut,
termasuk dalam hal inimengakses Lahan atau Objek sewa sewaktu-waktu, termasuk di luar
jam kerja atau Hari Kerja, sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan tanpa adanya

biaya tambahan apapun.

Status Kepemilikan Objek Sewa :
Pasal 3 Objek Sewa
- Lahan : Sertifikat Hak Pakai nomor 00072/ Kelurahan Sunyaragi

Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat yang lebih lanjut
diuraikan dalam Gambar Situasi nomor 00121/ Sunyaragi/ 2014, seluas
4.950 m2 (Empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) tertanggal
21-05-2014 terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.



Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

- Menara: Pihak Pertama adalah Pihak yang memiliki dan/atau menguasai
atas Menara yang akan di gunakan meletakan Peralatan Telekomunikasi milik
Pihak Kedua.

2. Alamat Objek Sewa :JI. Brigiend Dharsono By- Pass Kelurahan Sunyaragi Kecamatan
Kesambi Kota Cirebon,Objek Sewa ini selanjutnya dikenal dengan Site ID: ZCRB_4017 dan Site
Name: RRI Cirebon

3. PARA PIHAK sepakat bahwa Objek Sewa mencakup :

1.1. Sebagian Lahan dengan ukuran 12 m2 ( duabelas meter persegi ) untuk digunakan
sebagai Shelteratas Peralatan Telekomunikasi.

1.2. Sebagian ruang pada Menara untuk penempatan Peralatan Telekomunikasi termasuk 2
(dua) unit Antene Microwave diameter 0,6, 2 (dua) Unit Antene Microwave 1.2 M dan 6
(enam) unit Antene Sectoral peralatan telekomunikasi yang terpasang

1.3. Akses jalan yang digunakan oleh Pihak Kedua menuju Menara.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

41 Pihak Pertama berhak:

(@) Menerima pembayaran Biaya Sewa sesuai dengan jumlah dan tata cara pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini;

(b)  Menyewakan kembali sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan, termasuk di
dalamnya bagian dari Objek Sewa, sepanjang tidak merupakan Objek Sewa yang
sepenuhnya dipakai
/dinikmati oleh Pihak Kedua; dan tidak mengganggu kenikmatan hak Pihak Kedua atas
penggunaan Objek Sewa; dan

(c) Memperoleh kembali Objek Sewa dari Pihak Kedua pada saat berakhirmya atau
diakhirinya MasaSewa berdasarkan Perjanjian ini, oleh karenanya Pihak Pertama setuju
untuk menerima kembali Objek Sewa tersebut dengan perubahan-perubahannya
sebagai akibat penggunaan Objek Sewa dimaksud

4.2 Pihak Pertama wajib:
(@ Memberikan izin dan akses kepada Pihak Kedua agar dapat memasuki dan /atau

mempergunakan Objek Sewa selama 24 (dua puluh empat) jam per hari, 7 (tujuh) hari
per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur Nasional, tanpa suatu



(e)

biaya apapun, untuk melaksanakan Pekerjaan tanpa mendapatkan gangguan dari pihak
manapun juga dengan membuat surat pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak
Pertama;

Membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak/instansi berwenang yang
berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Objek Sewa:

Menjaga keamanan Objek Sewa termasuk di dalamnya dan menyediakan jasa pengamanan
dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Pertama:

Bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan pada Objek Sewa dan Peralatan
Telekomunikasi yang disebabkan karena kelalaian Pihak Pertama, karyawan, agen,
kontraktor dari Pihak Pertama atau pihak ketiga lainnya yang menjadi tanggung jawab
Pihak Pertama;

Melakukan pemeliharaan terhadap Objek Sewa sedemikan rupa dan melakukan
perbaikan dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari apabila terjadi kerusakan
terhadap Objek Sewa agar operasional Pihak Kedua tidak terganggu;

Dalam hal Pihak Pertama akan melakukan perbaikan dan/atau renovasi pada Objek Sewa
maupun wilayah di sekitarnya, maka Pihak Pertama akan meminta persetujuan terlebih
dahulu dari Pihak Kedua. Permohonan persetujuan tersebut wajib diajukan kepada Pihak
Kedua selambat-lambatnya3 (tiga) bulan sebelum dilakukannya perbaikan dan/atau renovasi
pada Objek Sewa tersebut. Setiap perbaikan dan/atau renovasi pada Objek Sewa yang
mengakibatkan Peralatan Telekomunikasi Pihak Kedua harus dipindahkan, maka Pihak
Pertama wajib menyediakan bagian lain dalam lingkungan sekitar Objek Sewa yang
disetujui oleh Pihak Kedua sebagai Objek Sewa pengganti dengan biaya pemindahan
tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama;

Memiliki, mempertahankan, mengurus, dan membayar (jika di perlukan) seluruh izin
dan /atau perpanjangan izin yang diperlukan berkaitan dengan Objek Sewa, termasuk dan
tidak terbatas IMB, HO, Rekomendasi /izin mendirikan Menara /tower, dan izin-izin lain yang
relevan dan berkewajiban memberikan copy kepada Pihak Kedua atas seluruh perijinan
tersebut;

Membantu dan memfasilitasi Pihak Kedua untuk dapat memperoleh IMB (jika di
perlukan), dan fasilitas listrik serta telepon dari instansi yang berwenang dalam jumlah
yang cukup dan memadaibagi terselenggaranya operasional Pihak Kedua pada Objek
Sewa secara sempurna;

Memberikan izin dan kemudahan atau keleluasaan kepada Pihak Kedua untuk
melaksanakan kegiatan jasa telekomunikasi dan Pekerjaan, termasuk tidak terbatas
pada instalasi, penempatan peralatan /barang, perbaikan dan/atau pemeliharaan peralatan
Pihak Kedua yang berkaitan dengan kegiatan jasa telekomunikasi PihakKedua pada dan
di lokasi Objek Sewa;

Dalam hal terjadi kerusakan pada Objek Sewa, Pihak Pertama dengan ini memberikan izin



5.1

5.2

(k)

(0

kepada karyawan atau pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh Pihak
Kedua dan/atau atau pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan Pekerjaan dengan
pihak Pihak Kedua untuk melakukan perbaikan walaupun diluar jam kerja dan/atau Hari
Kerja;

Menjaga Objek Sewa serta peralatan lain yang dimiliknya termasuk Perlatan Telekomunikasi
milik Pihak Kedua, antara lain terhadap resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan, huru-
hara, maupun pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sehubungan dengan
kerusakan, kerugian, kematian dan

latau kecelakaan yang ditimbulkan oleh atau terkait dengan Objek Sewa dan/atau
peralatan lain yang dimiliki oleh PihakPertama termasuk Peralatan Telekomunikasi milik
Pihak Kedua di lokasi Objek Sewa.

Memperbaiki Objek Sewa jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kondisi fisik Objek

Sewa.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua berhak:

(a)

(b)

()

(d)

Menggunakan Objek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tenteram,
tanpa adanya halangan atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak
terlebih dahulu atau turut mempunyai hak untuk memakai atau menempati Objek Sewa
selama berlangsungnya Masa Sewa berdasarkan Perjanjian ini;

Pihak Kedua dengan biaya sendiri berhak melakukan penambahan dan pengaturan tata ruang
sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pihak Kedua, termasuk upgrading transmitter,
sepanjang hal tersebut tidak mengubah konstruksi bangunan;

Mengeluarkan dan/atau memasukkan peralatan/barang milik Pihak Kedua di lokasi Objek
Sewa;

Pihak Kedua berhak menggunakan akses jalan tanpa dikenakan biaya tambahan apapun oleh
Pihak Pertama dan pihak ketiga manapun.

Pihak Kedua wajib:

(a)
(b)

)

Melakukan pembayaran Biaya Sewa sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
Menggunakan Objek Sewa untuk kegiatan jasa telekomunikasi dan operasionalnya, atau
untuk maksud lain sebagaimana disetujui terlebih dahulu oleh Pihak Pertama secara tertulis;
Memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakkan atau
disimpan pada Objek Sewa dan/atau bagian dari padanya, misalnya: senjata api, amunisi,



6.1

6.2

6.3

vl

7.2

bahan peledak, atau barang/bendalperalatan lainnya yang bertentangan dengan
peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(d) Mengembalikan Objek Sewa kepada Pihak Pertama pada akhir Masa Sewa berdasarkan
Perjanjianini apa adanya,

(e) Tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada Objek Sewa yang
disebabkan oleh kondisi fisik Objek Sewa atau kelalaian Pihak Pertama;

()  Senantiasa memelihara, merawat, dan menjaga kebersihan Objek Sewa, tetapi Pihak
Kedua dibebaskan dari tanggung jawab atas kondisi Objek Sewa yang menurun akibat
berlalunya waktu atau kerusakan-kerusakan atas Objek Sewa yang bersifat wajar;

(g0 Membayar biaya pemakaian listrik PLN, yang disesuaikan dengan jumlah tagihan pemakaian
Pihak Kedua (jika ada).

Pasal 6

Masa Sewa

Masa Sewa berlangsung selama 2 ( dua ) tahun, terhitung retroaktif sejak tanggal 29
Agustus 2022
sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024.

Pihak Pertama memberikan kepada Pihak Kedua Hak Opsi untuk memperpanjang Masa Sewa atas
Objek Sewa setelah berakhimya Masa Sewa dengan menggunakan syarat-syarat dan
ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini, dengan ketentuan Pihak Kedua harus
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender sebelum berakhirnya Masa Sewa.

Dalam hal Pihak Pertama tidak bersedia memperpanjang Masa Sewa, maka Pihak Pertama
akan memberikan masa tenggang kepada Pihak Kedua, waktu selama 60 (enam puluh) Hari sejak
berakhimya Masa Sewa untuk memindahkan Peralatan Telekomunikasi tanpa dikenakan Uang

Sewa.

Pasal 7
Biaya Sewa dan Tata Cara Pembayaran

Para Pihak sepakat bahwa Biaya Sewa atas Objek Sewa adalah sebesar Rp. 198.000.000, -

(seratus sembilanpuluh delapan juta rupiah) untuk Masa Sewa selama 2 (Dua) tahun.

Pembayaran Biaya Sewa berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dilakukan



sekaligus sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini yang akan dilaksanakan dengan cara

transfer kerekening Pihak Pertama

rekening Kas Negara sesuai Simponi Billing yang akan disebutkan dalam dokumen penagihan
(invoice)atau dengan cara lain yang disetujui oleh Pihak Kedua.

7.3 Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa rekening bank tujuan pembayaran Biaya Sewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.2 di atas adalah benar dan dengan ini membebaskan
Pihak Kedua dari segala bentuk tuntutan atau keluhan dari pihak lain.

74 Pajak-pajak yang timbul (apabila ada) dalam pelaksanaan pembayaran Biaya Sewa
sebagaimana termaktub dalam ayat 7.1 Pasal ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7.5 Dalam hal Pihak Kedua tidak menjalankan kewajibannya setelah berakhirnya Perjanjian Sewa
Menyewa BMN ini, maka akan dikenakan ganti rugi dan denda sebagaimana tertuang dalam
Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 PMK No. 57/PMK.06/ 2016 tentang Tata
Cara Sewa Barang Milik Negara.

Pasal 8
Pernyataan dan Jaminan

8.1 Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa:

(@) Pihak Pertama adalah pemilik hak yang sah atas Objek Sewa tidak terbebani dengan hak
pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada pembebanan hak tanggungan atau
pembebanan lainnya dalam bentuk apapun yang dapat menghambat atau mengganggu
pemanfaatan dan/atau penggunaan Objek Sewa oleh Pihak Kedua, dan tidak menjadi
obyek sengketa, tidak berada dalam sengketa, baik sengketa yang sedang diproses melalui
badan perselisihan maupun dalam keadaan disewakan kepada pihak laindan Pihak
Pertama akan bertanggung jawab terhadap segala tuntutan yang timbul sehubungan
dengan pelaksanaan Perjanjian ini;

(b) Jika terjadi klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak ketiga manapun sehubungan
dengan Pasal 7.1(a) Perjanjian ini, Pihak Pertama menjamin, membebaskan,
melepaskan dan mengganti kerugian Pihak Kedua yang timbul akibat klaim, gugatan
dan/atau tuntutan hukum, serta Pihak Pertama wajib mengambil segala tindakan hukum
yang perlu termasuk mewakili Pihak Kedua ke muka pengadilan atau lembaga arbitral

sejenis lainnyaatas biaya Pihak Pertama termasuk menanggung seluruh biaya proses



(e)

hukum/beracara dan biaya pengacara. Dalam keadaan apapunPihak Pertama tidak akan

melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Kedua dalam
Perjanjian ini.

Pihak Pertama menjamin keamanan dan kenyamanan Pihak Kedua (quiet enjoyment)
dalam menggunakan Objek Sewa selama Masa Sewa berlangsung tanpa gangguan dalam
bentuk apapun, Pihak Pertama menjamin bahwa Pihak Kedua dapat mengakses Objek
Sewa setiap saat selama Masa Sewa sebagaimana diperlukan oleh Pihak Kedua tanpa
gangguan dari pihak manapun sehubungan dengan penggunaan Objek Sewa, gangguan
apapun termasuk tapi tidak terbatas pada gangguan dan/atau keberatan dari warga yang
berada di sekitar Objek Sewa ataupun biaya tambahan yang dipungut secara tidak resmi.
Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Pertama telah mendapatkan semua persetujuan,
ljin, atau pun persyaratan yang diperlukan untuk menyewakan Objek Sewa kepada
Pihak Kedua dan menandatangani Perjanjian, dan dokumen-dokumen yang akan dan
telah diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sehubungan dengan
penandatangan Perjanjian ini adalah sah dan benar, dan penandatanganan Perjanjian
ini tidak bertentangan dengan perjanjian (-perjanjian) dimana Pihak Pertama sebagai
pihak. Selama MasaSewa, Pihak Pertama menjamin akan keberlakuan dan keabsahan dari
semua perijinan dan hak-hak atas Objek Sewa.

Apabila seluruh atau sebagian dari pernyataan dan atau jaminan, yang dimaksud ayat
8.1.a, 8.1.bdan 8.2.c pasal ini tidak benar atau terbukti tidak benar, baik seluruhnya atau
sebagian, maka: (a) Pihak Kedua berhak untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini
dan Pihak Pertama sepakat untuk: (i) mengembalikan seketika Uang Sewa yang telah
dibayarkan secara proposional sejumlah Masa Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak
Kedua kepada Pihak Kedua; dan, (i) mengganti kerugian Pihak Kedua yang terjadi
termasuk namun tidak terbatas mengganti biaya untuk memasang, menempatkan,
membongkar dan memindahkan Peralatan Telekomunikasi di/dari Objek Sewa danmemasang
kembali di tempat pengganti yang dicari dan ditentukan oleh Pihak Kedua dan kerugian
lainnya yang besarannya akan ditentukan oleh Pihak Kedua, atau (b) Pihak Pertama
mencarikan tempat pengganti yang disetujui oleh Pihak Kedua, dan semua biaya-biaya
yang diperlukan sehubungan dengan pemindahan dan pemasangan Peralatan
Telekomunikasi ke tempat baru termasuk tapi tidak terbatas Uang Sewa di tempat baru
serta sosialisasi dan perolehan ijin warga di

tempat baru menjadi tanggung jawab Pihak Pertama, dan Masa Sewa akan diteruskan di

tempat baru tanpa biaya tambahan dalam bentuk apapun;
Dalam hal klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukumpihak ketiga sebagaimana dimaksud

dalam ayat
8.1.b pasal ini dikabulkan oleh pengadilan atau lembaga arbitral sejenis lainnya, maka Pihak



0)

(k)

(1)

Pertama menjamin bahwa Objek Sewa tetap dapat dipergunakan oleh Pihak Kedua
sampai dengan berakhirnya Masa Sewa.

Pihak Pertama telah mendapat semua persetujuan yang disyaratkan, termasuk Anggaran
Dasarnya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan orang-orang yang
ditunjuk mewakili Pihak Pertama untuk menandatangani Perjanjian ini adalah berhak dan
berwenang melakukan hal-hal tersebut;

Pihak Pertama sepakat bahwa Pihak Kedua dapat menjaminkan Peralatan
Telekomunikasi yang berada pada Objek Sewa kepada pihak bank maupun pihak ketiga
lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pihak Kedua.

Objek Sewa selama Masa Sewa berlangsung beserta seluruh fasilitasnya akan senantiasa
berada dalam kondisi baik dan layak dipakai/digunakan atau dinikmati dengan aman dan
nyaman oleh Pihak Kedua, baik secara fisik bangunan maupun perizinannya;

Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa Biaya Sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7.1 Perjanjian tidak akan mengalami kenaikan karena sebab dan alasan apapun juga
dalam jangka waktu1 (satu) tahun kedepan, terhitung sejak Perjanjian ini berlaku;

Pihak Pertama akan memberitahukan Pihak Kedua jika Biaya Sewa untuk perpanjangan sewa
akan mengalami kenaikan, dimana Pihak Pertama terlebih dahulu memberitahukan kepada
Pihak Kedua setelah Pihak Pertama menerima surat permohonan perpanjangan sewa dari
Pihak Kedua.

Apabila terjadi sengketa, penyitaan dan/atau hal-hal lain yang mengakibatkan Pihak
Pertama kehilangan haknya atas Objek Sewa, maka peralatan milik Pihak Kedua yang
berada pada Objek Sewa tidak akan menjadi bagian dari sengketa ataupun penyitaan
tersebut dan hal tersebut juga tidak akan menyebabkan Perjanjian ini menjadi batal atau
berakhir;

Objek Sewa yang digunakan oleh Pihak Kedua telah memiliki semua perizinan yang
diperlukan antara lain: IMB, lzin Gangguan (HO), Rekomendasi/lzin Mendirikan
Menara/tower, dan izin-izin lainnya yang relevan’

Apabila Pihak Pertama kehilangan hak atas Objek Sewa yang disewa oleh Pihak Kedua oleh
sebab apapun, maka Pihak Pertama akan mengembalikan sisa Biaya Sewa yang telah
dibayarkan oleh Pihak Kedua untuk Masa Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Kedua
secara proporsional sejumlah Masa Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Kedua kepada
Pihak Kedua; dan, (ii) mengganti kerugian Pihak Kedua yang terjadi termasuk namun tidak
terbatas mengganti biaya untuk memasang, menempatkan, membongkar dan memindahkan
Peralatan Telekomunikasi di/dari Objek Sewa dan memasang kembali di tempat pengganti
yang dicari dan ditentukan oleh Pihak Kedua dan kerugian lainnya yang besarannya akan
ditentukan oleh Pihak Kedua, atau (b) Pihak Pertama mencarikan tempat pengganti yang
disetujui oleh Pihak Kedua, dan semua biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan
pemindahan dan pemasangan Peralatan Telekomunikasi ke tempat baru termasuk tapi



8.2

9.1

tidak terbatas Uang Sewa di tempat baru serta sosialisasi dan perolehan ijin warga di
tempat baru menjadi tanggung jawab Pihak Pertama, dan Masa Sewa akan diteruskan di
tempat baru tanpa biaya tambahan dalam bentuk apapun;

()  Pihak Pertama akan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan/gugatan, kerugian,
biaya/pengeluaran (termasuk biaya konsultan hukum yang wajar) yang timbul secara
langsung maupun tidak langsung apabila terjadi kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh
Pihak Pertama, yang menyebabkan terganggunya kegiatan penyiaran dan operasional Pihak
Kedua,

(k)  Pihak Pertama mengizinkan Pihak Kedua untuk menggunakan alamat domisili kantor, studio
dan/atau menara transmisi milik Pihak Pertama untuk keperluan perizinan jasa
telekomunikasi Pihak Keduadan/atau perusahaan terafiliasi dengan Pihak Kedua; dan

()  Pihak Pertama dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa seluruh peryataan dan jaminan
yang diberikan di dalam Perjanjian ini adalah merupakan bagian esensial dari Perjanjian ini,
dimana tanpa adanya pernyataan dan jaminan demikian maka Pihak Kedua tidak akan
mengadakan hubungan hukum dan/atau menandatangani Perjanjian ini dengan Pihak
Pertama.

Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab dan saling mengganti kerugian apabila terjadi
kerusakan yang disebabkan secara langsung terbukti oleh kesalahan satu Pihak(termasuk pihak
ketiga yang menjadi tanggung jawab satu Pihak tersebut dan Pihak Kedua pada satu pihak
tersebut),, besarnya ganti kerugian akan ditetapkan secara tertulis terbatas pada jumlah kerugian
langsung yang terjadi (direct /oss) denganberdasarkan kesepakatan Para Pihak, kecuali terjadi

peristiwa keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini.

Pasal 9
Pengakhiran Perjanjian

Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, dengan memberikan
Pemberitahuan kepada Pihak lainnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari sebelum tanggal
pengakhiran yang dikehendaki, tanpa adanya tuntutan apapun dari Pihak lainnya, dalam hal
terjadi satu atau lebih kejadiansebagaimana disebutkan di bawah ini terjadi:

a. Pihak Kedua melaksanakan haknya sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat 10.3;

b. Salah satu Pihak telah melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian
ini dan telah menerima teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, baik berturut-turut
masing-masing berselang waktu 7 (tujuh) Hari maupun tidak berturut-turut dari
Pihak lainnya, tetapi Pihak tersebut tidak atau belum melaksanakan kewajibannya
menurut Perjanjian ini;
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9.4

9.5

9.6

Dalam hal pengakhiran Perjanjian diakibatkan karena ayat 9.1 (a) pasal ini, maka Pihak
Pertama akan mengembalikan Uang Sewa secara proporsional untuk Masa Sewa yang belum
dinikmati oleh Pihak Kedua, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal efektif
diakhirinya Perjanjian.

Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan alasan apapun, dalam hal Pihak Pertama
melakukan kelalaian tidak memenuhi atau melanggar syarat dan ketentuan Perjanjian ini seperti
namun tidak terbatas pada melanggar pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 Perjanjian ini maka Pihak Pertama wajib seketika mengembalikan Uang Sewa yang telah
dibayarkan kepada Pihak Kedua secara proporsional untuk Masa Sewa yang belum dinikmati oleh
Pihak Kedua, ditambah dengan (i) seluruh biaya atau pengeluaran yang berhubungan dengan (a)
pembongkaran Peralatan Telekomunikasi dari Objek Sewa; dan (b) pemindahan ke Objek
Sewa pengganti; dan (c) pemasangan kembali Peralatan Telekomunikasi pada Objek Sewa
pengganti; dan (ii) biaya-biaya lain seperti nilai investasi pada Objek Sewa, pendapatan per
bulan, dan (iii) segala biaya sehubungan dengan pemindahan yang diperlukan.

Dalam hal Perjanjian ini berakhir baik karena berakhimya atau pengakhiran lebih awal Masa Sewa

karena sebab dan alasan apapun juga sepanjang disebutkanoleh ketentuan Perjanjian ini, maka:

(@) Syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku terus sampai kewajiban diantara
Para Pihak yang telah ada sebelum berakhimya atau diakhirinya Perjanjian ini
diselesaikan.

(b) Segala hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang telah ada dan terhutang atau
tertunda sebelum berakhirnya Perjanjian ini harus tetap dipenuhi dan diselesaikan oleh
Pihak yang bersangkutan; dan

(c) Pihak Kedua harus menyerahkan Objek Sewa kepada Pihak Pertama dalam waktu 30
(tiga puluh) hari kerja setelah Masa Sewa berakhir atau tanggal efektif diakhirinya
Perjanjian ini., dilakukan dengan suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Para
Pihak atau wakilnya yang sah yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa.

Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini sepanjang mengenai diperlukannya
suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini, sehingga pengakhiran tersebut

cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari Pihak yang melakukan pengakhiran.

Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terdapat pernyataan keberatan dari warga sekitar
Objek Sewa, atau terjadi penggusuran terhadap Objek Sewa oleh pihak ketiga (termasuk tapi
tidak terbatas karena pembebasan baik untuk kepentingan Pemerintah maupun swasta), maka



Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian ini dan Pihak Pertama wajib untuk mengembalikan
Uang Sewa yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua yang besarnya sebanding dengan
MasaSewayang belum dinikmati oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama wajib menanggung biaya-
biaya lainnya yang diperlukan untuk memasang, membongkar dan memindahkan Peralatan
Telekomunikasi milik Pihak Kedua dari Objek Sewa.

Pasal 10
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

10.1 Yang termasuk di dalam keadaan memaksa (force majeure) berdasarkan Perjanjian ini adalah
keadaan yang terjadinya tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan/atau di luar kemampuan
Para Pihak untuk mengatasinya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada banjir, gempa bumi,
badai, bencana alam, kebakaran, peledakan, terorisme, peperangan (baik diumumkan ataupun
tidak), kerusuhan, tindakan militer, pemogokan massal, huru-hara, kekacauan umum, kerusakanatau
keadaan yang menyebabkan salah satu Pihak tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini oleh karena disebabkan adanya kebijakan dari Pemerintah..

10.2 Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya
dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak saat terjadinya Force Majeure maupun saat berakhimya

Force Majeure, yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang.

10.3 Apabila akibat dari keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 di
atas berlangsung terus selama 90 (sembilan puluh) Hari yang menyebabkan Pihak Kedua tidak
dapat menggunakan Objek Sewa, dan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya dengan
sempurna kewajiban salah satu Pihak menurut Perjanjian ini ataupun kewajiban-kewajiban lain
dari Pihak tersebut yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini maka Pihak lainnya dapat
mengakhiri Perjanjian dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal Perjanjian inimaka Pihak
Kedua mempunyai hak untuk :

a. Mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Masa Sewa;

b. Melanjutkan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa selama keadaan Force Majeure
berlangsung, maka masa tersebut tidak akan dihitung sebagai Masa Sewa. Para Pihak
sepakat bahwa Masa Sewa akan dihitung kembali pada saat Objek Sewa telah dapat
digunakan kembali oleh Pihak Kedua sebagaiamana mestinya dan Pihak Kedua telah siap
mengoperasikan kembali Peralatan Telekomunikasi.

10.4 Kelalaian atau kegagalan Pihak yang mengalami Force Majeure untuk memberitahukan
kepada Pihak lainnya atas kejadian tersebut, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut



sebagai Force Majeure, dimana Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut wajib menanggung
segala kerugian yang diderita oleh Pihak lainnya tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal
Force Majeure ternyata diberitakan oleh media masa (cetak atau elektronik).

10.5 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadi Force Majeure
bukan merupakan tanggungjawab Pihak lainnya.

10.6 Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 dan 10.3 di atas,
maka Para Pihak akan mengadakan penyelesaian dan perhitungan terhadap hak dan
kewajiban yang telah dilaksanakan sebelum terjadinya keadaan memaksa (force majeure)
tersebut.

Pasal 11
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan, korespondensi dan komunikasi lainnya yang dari waktu ke waktu akan disampaikan
salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, harus dibuat dalam bentuk tertulis
dan dikiimkan baik dengan cara disampaikan sendiri, atau dengan surat tercatat, atau dengan

faksimili ke alamat atau nomorfaksimili di bawah ini:

Pihak

Pertama

LPP RRI

Cirebon

Alamat . Jalan Brigien Dharsono by Pass Cirebon,
Kota CirebonTelepon : (0231) 486354

Faksimili : (0231) 486354

U.p. . Kepala LPP RRI-Cirebon

Pihak Kedua:
PT . SMART TELECOM

Alamat  : Jalan Agus Salim No. 45 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng,
Jakarta PusatTelepon : (021) 31922255
Faksimili : (021) 3162518

U.p. . Ir. Oryza Satria Asri
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Pasal 12

Kerahasiaan

Para Pihak wajib menjaga dan menyimpan segala informasi, keterangan dan data lainnya yang
diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagai rahasia yang tidak boleh
diberitahukan kepada pihak ketiga, untuk tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya
Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik informasi rahasia

atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Para Pihak dilarang, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya,

memberitahukan, membuka atau memberikan informasi rahasia, keterangan dan/atau yang

sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain,

baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan, kecual:

(a) kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-
hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;

(b) diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan
/ dengan penegakan hukum, secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; dan

(c) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi dan/atau
keterangan tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebutkan dengan jelas

dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 13

Ketentuan Lain

Pihak Kedua berhak untuk menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian maupun seluruh hak-hak
yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain termasuk kepada perusahaan
yang terafiliasi dengan Pihak Kedua dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. Penyerahan dan atau pengalihan objek sewa kepada pihak

lain harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.

Dari waktu ke waktu selama Masa Sewa, Pihak Pertama berkehendak untuk mengalihkan
penguasaan dan/atau kepemilikan atas Objek Sewa dan Perjanjian ini kepada pihak ketiga dengan
cara apapun, maka Pihak Pertama akan meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak
Kedua sebelum pengalihan tersebut dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (i)
Pihak Pertama wajib meminta persetujuan tertulis kepada Pihak Kedua (90) (sembilanpuluh) Hari
sebelum pengalihan atas Objek Sewa dilakukan dan (i) Pihak Pertama wajib memastikan bahwa
pihak ketiga yang akan menerima pengalihan penguasaan dan/atau pemilikan Objek Sewa
(selanjutnya disebut “Penerus”) untuk tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, antara lain
dengan mendapatkan surat pernyataan dan persetujuan tertulis bermaterai cukup dari Penerus
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untuk menghormati hak-hak Pihak Kedua dan tunduk serta mengikatkan diri terhadap seluruh syarat
dan ketentuan Perjanjian ini serta Penerus wajib bersedia untuk menandatangani dokumen apapun
dalam rangka memberikan efektifitas pada pengalihan hak dan kewajiban dari Pihak Pertama
kepada Penerus dan penghormatan terhadap hak-hak Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.
Pelanggaran atau tidak dipenuhinya kewajiban yang diatur dalam Pasal 13.2 ini oleh Pihak Pertama
akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran dari Pihak Pertama dan berakibat Pihak Kedua
berhak untuk mengakhiri Perjanjian sesuai dengan Pasal 9.3 Perjanjian ini dan Pihak Pertama akan

memenuhi semua kewajibannya dalam Pasal 9.3 Perjanjian ini.

Apabila Pihak Kedua berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya,
termasuk melakukan peningkatan kulitas jaringan, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi
Objek Sewa yang menyebabkan Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang turut menggunakan
Objek Sewa harusoff atau menghentikan kegiatan operasionalnya (jika diperlukan), maka Pihak
Pertama dan/atau pihak lain tersebut dengan ini menyatakan memberikan izin dan tidak
berkeberatan, sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam
waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian
ini, Para Pihak setuju untuk melakukannya secara tertulis dan akan ditandatangani oleh wakil-
wakil yang sah dariPara Pihak, serta akan merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan

dari Perjanjian ini.
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Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

14.1 Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para

Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

14.2 Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan itu timbul,
musyawarah diantara Para Pihak tidak dapat diadakan atau musyawarah gagal mencapai
penyelesaian yang dapat diterima oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk
menyelesaikan perselisihan dengan memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor

Panitera Pengadilan Negeri Kota Cirebon.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing
Pihak.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,
PT SMART TELECOM

p1.smart 1ee(om
d

Nama : Dadan Sutaryana, S.H. M.Si/& Nama :Ir. Oryza Satria Asri

Jabatan : Kepala LPP RRI Cirebon Jabatan : Kuasa Direksi




